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Abstract:  
This study aims to analyze the role of Leadership, Government Accounting Standards (SAP), and Public Participation in improving the 

accountability of regional financial management. The method used in this study is a literature review involving the collection and analysis of previous 

research related to the effective implementation of SAP and financial report transparency in the management of regional budgets. The results of the 

study indicate that leadership with integrity, the quality implementation of SAP, and active public participation play crucial roles in creating financial 

accountability at the regional level. Ethical leadership can promote accountability principles in financial management, while the effective 

implementation of SAP results in transparent and trustworthy financial reports. Furthermore, public participation in financial oversight increases 

government responsibility and strengthens the accountability system. Therefore, this study recommends reinforcing these three factors as strategic steps 

to achieve better and sustainable regional financial management. 
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Abstrak :  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepemimpinan, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Partisipasi Masyarakat 

dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur, yang 

melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai penelitian terdahulu terkait penerapan SAP yang efektif dan transparansi laporan keuangan 

dalam pengelolaan anggaran daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berintegritas, penerapan SAP yang berkualitas, 

serta partisipasi aktif masyarakat memainkan peran penting dalam menciptakan akuntabilitas keuangan daerah. Kepemimpinan yang beretika 

dapat mendorong prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, sementara penerapan SAP yang efektif menghasilkan laporan keuangan 

yang transparan dan dapat dipercaya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan keuangan meningkatkan tanggung jawab 

pemerintah dan memperkuat sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan penguatan ketiga faktor tersebut sebagai 

langkah strategis untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan berkelanjutan. 
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 PENDAHULUAN  

Bentuk perwujudan akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan diwujudkan melalui 

penyajian laporan keuangan keuangan. Hasil akhir dari tahap identifikasi, pencatatan, dan 

pengukuran dari berbagai transaksi oleh instansi pemerintah dituangkan dalam laporan keuangan, 

yang menjadi sumber informasi untuk pertanggungjawaban tata kelola keuangan dan acuan 

pengambilan keputusan oleh pihak eksternal pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP) menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Basak et al., 2022; Benito 

et al., 2016; Dewi, 2024). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP)diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Adapun definisi Standar 

Akuntansi Pemerintahan yaitu: Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah 

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah, sehingga SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya 

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia (Latifah, 2015). 

Agar pengelolaan keuangan daerah dapat memenuhi asas tertib, ekonomis, efektif, efisien, 

akuntabel, transparan dan komprehensif maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagai pengganti Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, 

dan salah satu upaya kongkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan adalah penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan yang memenuhi prinsip 

tepat waktu dan disusun dengan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum, 

sehingga dapat diperbandingkan, dan tidak menyesatkan (Albugis, 2016; Liza & Mariana, 2023; 

Ramadana et al., 2023). 

Rendahnya akuntabilitas keuangan daerah di Indonesia, seperti yang tercermin dalam 

laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menunjukkan tingginya angka temuan 

ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi, masih menjadi tantangan serius. Meskipun berbagai 

upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, 

pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel masih kurang optimal di banyak daerah. 

Faktor-faktor seperti kepemimpinan yang berintegritas, penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) yang efektif, dan partisipasi aktif masyarakat memiliki potensi besar untuk 

memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penerapan SAP berbasis 

akrual diharapkan dapat menjadi solusi untuk memperkuat akuntabilitas keuangan daerah dan 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintahan. 

Penelitian in diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis yakni memberikan bukti 

empiris peningkatan kualitas laporan keuangan daerah melalui penerapan standar akuntansi 

pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah dengan sistem pengendalian intern pemerintah 

sebagai variabel pemoderasi. Kontribusi praktis penelitian ini yakni dapat dijadikan sebagai 

pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam perumusan 

kebijakan peningkatan pengelolaan keuangan daerah (Latifah, 2015). Tujuan penelitian ini untuk 
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mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitias kinerja 

instansi pemerintahan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepemimpinan, Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP), dan Partisipasi Masyarakat dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengevaluasi bagaimana penerapan SAP yang 

efektif dapat memperbaiki akuntabilitas keuangan daerah dan memperkuat transparansi serta 

kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. 

 

METODOLOGI PENELITIAN  

Kajian perpustakaan atau disebut pula dengan literatur review yang digunakan dalam 

penelitian ini. Metode penulisan secara terperinci, spesifik, dan mudah direpresentasikan dalam 

menganalisis hasil penelitian atau pemahaman yang telah dilakukan oleh peneliti yang disebut 

sebagai literatur review (Hendra et al., 2024; Mariana, 2024; Mariana et al., 2024; Mariana & Safrijal, 

2024; Maulena et al., 2023; Rahmatullah et al., 2023). Menganalisis dan menggabungkan informasi 

serta pengetahuan yang ada pada topik permasalahan yang sedang diteliti guna mencari titik 

pembaruan untuk penelitian selanjutnya kita harus menggunakan metode litartur review. 

Digunakannya metode ini untuk membantu mengetahui teori dasar penelitian yang tengah 

digunakan, topik yang dibahas untuk menganalisis keterbatasan dan perluasan penelitian, 

memberikan jawaban pada permasalahan yang tengah dihadapi berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan. Jurnal meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah melalui penerapan standar akuntansi 

pemerintah yang efektif yang disusun berdasarkan penelitian yang dilakukan dan dari hasil 

penelitian terkait. Penelitian ini menggunakan kata kunci meningkatkan akuntabilitas keuangan 

daerah , standar akuntansi pemerintah. Pencarian jurnal ini di website Google Scholar (Mariana et 

al., 2020; Maulena et al., 2023; Nufiar et al., 2020; Zhul et al., 2024). 

Langkah-langkah sistematis dalam pengumpulan data dimulai dengan menetapkan kriteria 

inklusi dan eksklusi jurnal (Erbara & Takdir, 2022). Jurnal yang termasuk dalam kriteria inklusi 

adalah yang membahas peningkatan akuntabilitas keuangan daerah serta penerapan standar 

akuntansi pemerintah, dengan periode publikasi antara tahun 2020 hingga 2024. Ada beberapa 

jurnal yang tidak relevan dengan topik penelitian, tidak terbit dalam jurnal terindeks, atau memiliki 

kualitas metodologi yang rendah dikeluarkan dari pertimbangan melalui kriteria eksklusi. 

Selanjutnya, sebanyak lima jurnal yang relevan dengan topik penelitian direview, dengan fokus pada 

jurnal yang diterbitkan dalam periode 2020–2024. 

Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode sintesis untuk 

menggabungkan temuan-temuan utama dari jurnal yang relevan. Selain itu, teknik analisis tematik 

digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tema utama yang muncul terkait dengan peningkatan 

akuntabilitas keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah, guna memberikan 

wawasan yang lebih mendalam terhadap topik penelitian (Erbara & Takdir, 2022). 

 

 

 

 

 



E-ISSN : 2987-0763                                                   EKALAYA : Jurnal  Ekonomi Akuntansi 

 

288 

Volume 2 Nomor 4 Tahun 2024 

PEMBAHASAN  

Kepemimpinan, SAP, dan Partisipasi Masyarakat sebagai Pilar Akuntabilitas Pengelolaan 

Keuangan Daerah 

Kepemimpinan dalam sektor publik memegang peran penting dalam meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pemimpin yang menjunjung nilai-nilai etika dan moral 

yang tinggi dapat memengaruhi pengikutnya untuk bertindak sesuai prinsip akuntabilitas. Penelitian 

menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan yang baik berkontribusi signifikan terhadap 

peningkatan akuntabilitas sektor publik, di mana pemimpin harus mampu membimbing 

pengikutnya menuju tujuan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Destiana, 2023; 

Fanani et al., 2020). Oleh karena itu, pengembangan kepemimpinan yang berkelanjutan harus 

menjadi prioritas, karena dampaknya langsung terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 

keuangan daerah (Edowati et al., 2021).   

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga menjadi elemen penting dalam 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. SAP yang diterapkan secara efektif 

mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah (Rosyidah, 2023; Wulandari, 

2021). Transparansi laporan keuangan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memahami 

dan mengevaluasi kinerja pemerintah, sehingga akuntabilitas dapat terjaga dengan baik (Leatemia 

& Usmany, 2021; Sari et al., 2020). Selain itu, sistem pengendalian internal yang efektif juga memiliki 

peran penting dalam mencegah penyimpangan dan mendukung pengelolaan keuangan yang 

akuntabel (Efendi. H, 2020; Fitrios et al., 2023). Dalam pengelolaan keuangan daerah, partisipasi 

masyarakat merupakan faktor penting yang memengaruhi akuntabilitas. Penelitian menunjukkan 

bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan dapat meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas, sekaligus mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab 

dalam pengelolaan dana publik (Irma, 2022; Mada et al., 2017). Oleh karena itu, kolaborasi antara 

pemimpin, aparatur pemerintah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan sistem 

akuntabilitas yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah (Fitrios et al., 2023; Nurhaeda & 

Tenriola, 2022). 

Secara keseluruhan, penerapan SAP, pengembangan kepemimpinan yang baik, dan 

partisipasi masyarakat adalah tiga elemen kunci yang saling mendukung dalam meningkatkan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Upaya memperkuat ketiga aspek ini harus menjadi 

fokus utama pemerintah daerah untuk memenuhi harapan masyarakat dan mencapai tujuan 

pembangunan yang berkelanjutan (Edowati et al., 2021; Nurhaeda & Tenriola, 2022; Wulandari, 

2021). 

 

Akuntabilitas Keuangan Daerah Melalui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Yang Efektif 

Akuntabilitas keuangan daerah merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan 

yang baik, yang bertujuan untuk memastikan transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran 

publik. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang efektif berperan signifikan dalam 

meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparatur 

sipil negara dan sistem pengendalian internal pemerintah memiliki pengaruh positif terhadap 

akuntabilitas keuangan (Hendra et al., 2024). Sistem pengendalian internal yang kuat dapat 
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mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan 

keuangan pemerintah daerah (Ramadana et al., 2023; Sari et al., 2020). 

Selain itu, penerapan akuntansi sektor publik yang sesuai dengan standar akuntansi 

pemerintah juga berkontribusi pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Laporan keuangan 

yang disusun dengan baik dan tepat waktu mencerminkan kualitas informasi yang dapat diandalkan, 

sehingga meningkatkan akuntabilitas (Rahmatullah et al., 2023; Rosyidah, 2023). Penelitian 

menunjukkan bahwa ketika standar akuntansi diterapkan secara konsisten, hal ini berimplikasi 

positif terhadap kinerja instansi pemerintah dan akuntabilitas publik (Rahmatullah et al., 2023); 

(Wulandari, 2021). Dengan demikian, penerapan standar akuntansi yang baik tidak hanya 

meningkatkan transparansi tetapi juga memperkuat akuntabilitas keuangan daerah. 

Faktor lain yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan adalah transparansi dalam laporan 

keuangan. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan berhubungan erat dengan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Agustini et al., 2020; Fanani et al., 2020; Leatemia & 

Usmany, 2021). Ketika masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi keuangan, 

mereka dapat lebih aktif dalam mengawasi dan memberikan masukan kepada pemerintah, yang 

pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas; (Fanani et al., 2020; Latifah, 2015). Oleh karena itu, 

penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sistem informasi keuangan yang 

transparan dan mudah diakses oleh publik. 

Dari perspektif kebijakan, penguatan sistem akuntansi dan pengendalian internal harus 

menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Implementasi sistem akuntansi yang baik dan transparan 

akan mendukung akuntabilitas keuangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan yang baik berkontribusi pada 

pembangunan daerah yang lebih efektif dan efisien (Mada et al., 2017; Mariana et al., 2024). Dengan 

demikian, langkah-langkah untuk meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang 

efektif harus menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah. 

 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan Pemaparan diatas maka dapat di simpulkan bahwa kepemimpinan yang 

berintegritas, penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan partisipasi masyarakat 

merupakan tiga elemen kunci dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 

Pemimpin yang menjunjung nilai etika mampu mendorong pengikut untuk bertindak sesuai dengan 

prinsip akuntabilitas, sementara penerapan SAP yang efektif memastikan kualitas laporan keuangan 

yang transparan dan dapat dipercaya. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pengawasan 

keuangan mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan menciptakan sistem 

pengelolaan yang akuntabel. Ketiga aspek ini harus diperkuat secara sinergis guna mendukung 

pembangunan daerah yang berkelanjutan dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

efektif dan transparansi laporan keuangan merupakan fondasi utama untuk mewujudkan 

akuntabilitas keuangan daerah. Sistem pengendalian internal yang kuat, kompetensi aparatur 

pemerintah, serta laporan keuangan yang transparan memberikan kepercayaan masyarakat terhadap 

pengelolaan anggaran publik. Dengan akses informasi yang memadai, masyarakat dapat lebih aktif 

dalam mengawasi dan memberi masukan, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas 

pemerintah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas penerapan SAP dan penguatan sistem informasi 
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keuangan harus menjadi prioritas dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan 

dan akuntabel. 
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